Paser Susun Program Kerja TPAKD 2026:

Fokus pada Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan
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Sumber Gambar:KALTIM POST Rabu, 07/01/2026

TANAH GROGOT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mulai mematangkan
langkah strategis dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Hal ini ditandai
dengan penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Kabupaten Paser 2026 yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-
Kaltara dan kalangan perbankan di Tanah Grogot, Rabu (7/1/2026). Rapat koordinasi ini
untuk mengevaluasi capaian tahun sebelumnya sekaligus memetakan kebutuhan ekonomi

masyarakat Paser di masa depan melalui road map yang inklusif.

Sekretaris TPAKD Paser Adi Maulana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025
TPAKD telah berhasil merealisasikan empat program unggulan yang berdampak
langsung pada masyarakat. Pertama adalah Edukasi Investasi ASN, yaitu transformasi
ASN menjadi investment society melalui sosialisasi edukasi keuangan. Kemudian, ada
satu rekening satu pelajar. Program ini menanamkan budaya menabung sejak dini bagi
siswa SD dan SMP di seluruh Kabupaten Paser.

Ada juga Laku Pandai (Bank Digital). Program ini adalah ekspansi layanan perbankan
tanpa kantor yang menyasar pelajar hingga ke pelosok kecamatan. "Program keempat
adalah Kredit Tuntas kepada UMKM Paser yang telah diluncurkan sejak Agustus 2025,"
kata Adi Maulana. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Lembaga Jasa Keuangan dan
Perlindungan Konsumen OJK Kaltim-Kaltara, Yulianta, memberikan apresiasi tinggi
terhadap kinerja TPAKD Paser. Menurutnya, saat ini fokus nasional tidak hanya pada

inklusi (akses), tetapi juga pada literasi (pemahaman) keuangan.

"Paser ternyata sudah lebih dulu melaksanakan langkah-langkah literasi. Kami sangat
mengapresiasi sinergi semua pihak yang mensukseskan kegiatan TPAKD 2025," katanya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh capaian dan kegiatan yang dilakukan segera

Catatan Berita — UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2026



dilaporkan melalui sistem SI TPAKD. Hal ini penting agar seluruh data di lapangan dapat
tercatat secara akurat oleh OJK sebagai dasar penilaian Indikator Inklusi Keuangan
Daerah (Ikad).

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2026, TPAKD Paser ditekankan untuk membuat
program yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat agar indikator Ikad terus
meningkat setiap tahun. OJK memberikan asistensi penuh agar program yang dirancang
lebih tajam dan tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut, seluruh Rencana Kerja TPAKD untuk
tahun 2026 wajib di-entry ke dalam sistem paling lambat pada 14 Januari 2026. "Jika ada
edukasi, maka akan tercipta literasi dan inklusi. Road map yang kita susun harus mampu

menjawab kebutuhan sektor jasa keuangan di tingkat kabupaten," kata Yulianta. (¥)
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Catatan:

1. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.

2. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif menjelaskan bahwa Strategi Nasional Keuangan
Inklusif, yang selanjutnya disingkat SNKI adalah strategi nasional yang memuat
tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan
pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
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